
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR   118  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 133 TAHUN 2022 
TENTANG POLA TATA KEWLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian logo
baru bertujuan untuk memberikan makna, motivasi
dan semangat baru dalam memberikan pelayanan
secara paripuma dan mengutamakan mutu dan
keselamatan pasien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 133
Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil
Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6774); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5612); 



12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6325); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6659); 

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 199) sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 



20. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan

Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah; 

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

755/MENKES/PER/IV /2011 tentang Penyelenggaraan

Komite Medik di Rumah Sakit;

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014

tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah

Sakit;

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan

Internal Rumah Sakit (Corporate By Laws);

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Rumah Sakit;



Menetapkan 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat 
Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten 
Pasuruan; 

37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 133 Tahun 2022 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten 
Pasuruan. 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 133 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA 
KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN 
PASURUAN. 

Pasal I 

Ketentuan Dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 133) diubah, sehingga 
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Bentuk Logo RSUD adalah sebagai berikut: 

3. 1. 

2. 
5. ◄ 

4. 

RSUDBANGIL 7. 

PEDULI & BERKUALITAS DALAM PELAYANAN 



Menetapkan 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

36 . Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat 
Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten 
Pasuruan; 

37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 133 Tahun 2022 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten 
Pasuruan. 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 133 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA 
KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL KABUPATEN 
PASURUAN. 

Pasal I 

Ketentuan Dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 133) diubah, sehingga 
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Bentuk Logo RSUD adalah sebagai berikut: 

_. f. 

C. 

e. • b . 
a . 

d. 

RSUD BANGIL-- -+ g. - -
PEDULI & BERKUALITAS DALAM PELAYANAN 



(2) Makna Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. Bentuk "b", Melambangkan bahwa "b" adalah huruf awal dari nama 
Rumah Sakit Umum Daerah Bangil; 

b. Bentuk "B" melambangkan nilai-nilai dasar BerAkhlak, Melambangkan 
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bangil merupakan layanan 
kesehatan yang memiliki nilai nilai dasar BerAkhlak (Berorientasi 
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 
Kolaboratif); 

c. Tulisan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, Merupakan layanan Kesehatan 
Rumah Sakit yang berada di wilayah kerja daerah milik Pemerintah 
Daerah; 

d. Tulisan KABUPATEN PASURUAN, RSUD Bangil berwilayah di Kabupaten 
Pasuruan; 

e. PALANG HIJAU, Melambangkan tentang RSUD Bangil yang memberikan 
layanan kesehatan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan 
pasien sesuai dengan kompetensi pemberi pelayanan dan senantiasa 
meningkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan pelayanan; 

f. LOGO PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN, Tulisan " RSUD BANGIL 
", menunjukkan nama rumah sakit milik Ka bu paten Pasuruan; 

g. Tulisan "RSUD Bangil", Tulisan " peduli dan berkualitas dalam 
pelayanan ", sebagai motto dan pedoman dalam pelayanan di RSUD 
Bangil; 

h. Warna Kuning melambangkan bahwa RSUD Bangil memiliki sikap yang 
optimis, tegas dalam mengambil tindakan, serta memberikan 
kesejahteraan kepada karyawannya; 

1. Warna Biru melambangkan bahwa RSUD Bangil memiliki 
profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang aman, nyaman, 
menenangkan untuk masyarakat; 

j. Warna Ungu melambangkan bahwa RSUD Bangil memiliki loyalitas yang 
tinggi dalam bekerja, kreatif dan inovatif; 

k. Warna Hijau melambangkan bahwa RSUD Bangil adalah layanan 
kesehatan yang memiliki konsep green hospital yang menciptakan 
ramah lingkungan untuk seluruh masyarakat yang ada didalamnya 
menuju masyarakat yang sehat, produktif, bahagia dan sejahtera; dan 

1. Warna Putih Melambangkan bahwa RSUD Bangil selalu memberikan 
pelayanan yang tulus dan ikhlas dengan mengedepankan nilai nilai 
agam1s. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2023 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

                ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI PASURUAN,

       ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 118 

TE LAH D ITELITI 
Pejabat Tanggal Paraf 

Sekretaris Daerah <11-
Asisten PKR 

\ 1/1 

Ka. Dinas Kesehatan II 
Direktur RSUD Bangil � --

Kabag. Hukum ¥. 
Sekretaris Dinas -f 
Wadir Keuangan dan 

(19" Umum 
Kabag Umum RSUD � p 

- . 
Bangil 




